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HAMPIR RP93 MILIAR ANGGARAN TERPANGKAS, INI DAFTAR PROYEK 

YANG TERDAMPAK DI DPU BREBES 

 
Sumber Gambar: 

https://radartegal.disway.id/upload/943b3e8bb897113cd1b521925bb1d9af.jpeg 

 

Isi Berita:  

BREBES, radartegal.com - Alokasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten 

BREBES terpangkas hingga hampir Rp93 miliar. Ini menyebabkan sejumlah proyek 

strategis di BREBES terancam tertunda. 

Kepala DPU Kabupaten Brebes, Sutaryono melalui Plt Sekertaris DPU Kabupaten Brebes, 

Agus Pramono mengatakan, efisiensi anggaran itu sebagaimanan ketentuan dari pemerintah 

pusat melalui instruksi Presiden RI.  

Dalam pelaksanaannya, Kabid Perencanaan dan Pengendalin (Randal) DPU Brebes M 

Adhika Pramuditya mengatakan, DPU terkena efisiensi hingga hampir Rp93 miliar. 

Rinciannya, efisiensi anggaran dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp66 miliar, dan 

efisiensi anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp26 miliar. 

"Ya totalnya, khusus DPU terkena kurang lebih Rp92 miliar," jelasnya, Selasa 18 Februari 

2025. 

Dhika mengungkapkan, adanya efisiensi anggaran secara langsung berimbas terhadap 

rencana pekerjaan yang terpaksa batal direalisasikan di tahun 2025. Di antaranya, ada 9 

proyek strategis peningkatan jalan Bulakamba-Pulolampes, Kaligangsa Kulon-Randusanga 

Wetan, Losari-Bojongsari, Pamengger- Kramat, jalan Proklamasi, Tanjung-
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Kramatsampang, Tanjung-Kersana, poros Tengguli-Blubuk-Randusari, Poros Grinting-

Dukuh. 

Lebih lanjut dia mengatakan, khusus alokasi perbaikan jalan, semula direncanakan 

mencapai Rp128 miliar di 2025. Namun adanya efisiensi anggaran berkurang hingga 70 

persen, menjadi Rp89,6 miliar. 

"Adanya efisiensi anggaran ini, kami tetap akan melaksanakan perbaik tetapi dengan 

anggaran seadannya. Artinya, yang semula direncanakan perbaikan total, bisa saja menjadi 

sebatas pemeliharaan. Intinya, kami memaksimalkan anggaran yang dimiliki," ucapnya. 

(Dedi Sulastro) 
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Catatan :  

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan 

Pengeluaran Daerah. 

b. Pasal 24 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah 

dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a) Belanja Daerah; dan 

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 

ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 



 

3 
[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti] 

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara 

lain b. belanja modal. 

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Lampiran 

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal,  d. Kelompok belanja modal 

dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  

• Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana 

perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian 

dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi 

program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).1 

• Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN 

yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan 

kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.2 

• Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari 

pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).3 

• Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu 

penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. 

 
1 https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/ 
2 Ibid 
3 Ibid 
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• Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.4 

• Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah.5 

• Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana 

Transfer Khusus terdiri atas:6 

a) DAK Fisik; dan 

b) DAK Non Fisik 

• DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan 

khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non 

Fisik.7 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

 
4 https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan 
5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12 
6 Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3) 
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan 

Terkait Pendapatan Transfer 


